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Abstrarct

In the long history of the world, civics and civeducation in schools is a
relatively recent phenomenon. That is because ssha@ also relatively recent. In
Europe, the Middle East and China, societes didothice schools, these places of
learning were initially associated with religion @mnly with a very small proportion of
the population.

Civic education, in its ideal form, seeks to ergatudents in their communities
by teaching them the knoledge, attitude, skills exgkrience to effectively participate in
civil society. In general, it can to conducted thgb the development of: (1) civic
intelligence, (2) civic responsibility, (3) civiagicipatioan.

Ideal citizen competence by Margaret Stimmann 8van (1) civic knowledge,
(2) civic skills, and (3) civic dispotitions. Théh&acter Development and Demaocratic
Citizenship: (1) Trustworthness, (2) Respect, (Bsg®nsibility, (4) Fairness, (5)
Caring), and (6) Citizenship. Ideal citizen by Cag& Derricott: (1) The ability to look
at and approach problem as a member of global $gci@) The ability to work with
others in a coorperative way and to take respotigibfor one’s rules/ duties within
society; (3) The ability to understand, accept, r@gomte and tolerate cultural
differences; (4) The capacity to think in a cati@and systemic way; (5) The willingness
to resolve conflict in anon violent manner; (6)eThillingness to change one’s life style
and consumption habits to protect the environmei(f) The ability to be sensitive
towards and to defend human rights; (8) The wdirass and ability to participate in
politics at local, national, and international ldge

Kata kunci: warganegara, Pendidikan Kewarganeggiaikn), konsep PKn, sejarah
PKn.

Pendahuluan

Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentante@idPendidikan Nasional
menyatakan bahwa Ktrikulum Pendidikan wajib memuatPendidikan Agama,
Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Tiga mata pelajaran (pendidikan) wajib ini
mengisyaratkan tujuan membangun kebangsaan yaigguselPasal ini menempatkan
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang penting dan
strategis disamping Pendidikan Agama dan Bahasal Rasebut dengan jelas dan tegas
mengamanatkan dan mewajibkan Pendidikan Kewargeamegdnarus masuk kurikulum

di setiap jenjang dan jenis pendidikan dari sekolasar hingga perguruan tinggi (strata



satu).Pendidikan Kewarganegaraan bukemya diberikan di Indonesia. Negara-negara
lain di seluruh dunia ini, juga memberikannya, ngsk dikemas dalam berbagai bentuk
dan nama.Civics atau Civics Educatiordiberikan di Amerika SerikatCitizenship
Educationdiberikan di InggrisTa’limatul Muwwatanahatau Tarbiyatul Watoniyahdi
negara-negara Timur Tengdbducacion Civicagli Mexico. Sachunterrichtdi Jerman.
Civics atau Social Studieli Australia.Social Studiesli New ZealandLife Orientation

di Afrika Selatan.People and Societgi Hongaria.Civics and Moral Educatiordi
Singapura. Da®bscesvovedinigi Rusia (Udin Saparudin Winataputra, 2006: 3).

Pengertian Warganegara

Istilah warganegara dalam konteks kosa kata Irelamaerujuk pada katztizen
dalam bahasa Inggrisitoyendalam bahasa Perancis. Berawal dari kocgegeninilah
bisa diberi pemaknaan yang luas mengenai warganegangan mengkaji makméizen
nantinya akan dapat diketahui bahwa istilah wargarge sesungguhnya belum cukup
untuk mewakili konsepitizen.

Istilah citizen secara etimologis berasal dari masa Romawi yadg paktu itu
berbahasa Latin yaitu katavics ataucivitas sebagai anggota atau warga dari swai
state.Selanjutnya kata ini dalam bahasa Perancis ldhgn”citoyen” yang bermakna
warga dalancite (kota) yang memiliki hak-hak terbataSitoyen atau citizen dengan
demikian bermakna warga atau penghuni kota. Waegakbta adalah suatu kesatuan
yang bila ditelusuri secara historis bermula padessanYunani Kuno, dimana warga
adalah anggota dari sugbolis dinamakarpolities, sedang di masa Romawi warga dari
republic disebutcivis ataucivitae. Citizendalampolis merujuk pada laki-laki dewasa dan
yang memiliki hak berpartisipasi dalam pemerintaHanluar polities ataucivis adalah
sebagai subjek yang harus tunduk pada hukum. Mesaelalah wanita, anak-anak,
budak, dan pendatang yang tidak memiliki hak béppasi sebagaimanaitizen.
Dengan demikian konsepolities (Yunani/Greek),civis atau civitas (Romawi/Latin),
citoyen(Perancis) danitizen (Inggris) kurang lebih bermakna sama yaitu merkuppda
warga atau penghuni kota yang pada masa lalu maopgemunitas politik. Jadi konsep
warga bukanlah hal baru, ia telah muncul sejak nyaseni Kuno yang dianggap tempat

asalnya demokrasi. Namun konsep wangaljties, citizenmasih amat terbatas tidak



mencakup seluruh penghysolis (Winarno, 2009: 3).

Menurut Turner dalam Winarno (2009: 4), istilatizen berkembang di Inggris
pada abad pertengahan, namun menjelang akhir @&, Kkata tersebut saling bertukar
pakai dengan katdenizen Kedua istilah tersebut secara umum menunjuk watga
penduduk kota, sedangkan orang-orang yang berddardategori itu, disebwtubject.
Pada awalnyaubjectadalah non warga kota yang terdiri atas, wanitak-w@mak, budak
dan para penduduk asing. Hal ini sejalan denganmpeuhan warga Yunani Kuno.

Di Barat, konsepcitizen memiliki karakter unik.Citizen amat dekat dengan
gagasan tentangivility (kesopanan) dawivilization (peradaban). Untuk bisa menjadi
warga kota(citizen) orang luar perlu melakukan prosasilization atau untuk menjadi
urban perlu ada prosegstinize bagi orang tersebut. Hal ini berarti bahwa tidaknsa
orang adalah citizen Diperlukan beberapa persyaratan agar seseorargat da
dikategorikan sebagaitizen. Perkembangan konsgplities, civis, citoyerdan citizen
yang pada mulanya bersifat eksklusif ini akhirnyangalami perkembangan. Melalui
proses perjuangan wanita dan anak-anak akhirnygadidmgian darcivis dengan hak-
hak yang setara. Wanita di Australia memiliki hak&rdmara dalam pemilu sejak
tahun1902, di Kanada tahun 1918, di Amerika setigatin 1920. (Winarno, 2009: 4).

Menurut Aristoteles, tidak ada pengertian umumpakah yang dimaksud
warganegara itu. Secara khusus konsep wargandgaredbarbeda dari satu konstitusi ke
konstitusi yang lain. Seseorang yang dikatakan aveegara di negara demokrasi bisa
jadi bukan yang ada di negara dengan sistem oligdeger, 2004). Siapa yang dimaksud
warganegara amat tergantung pada konstitusi nggarg menyatakannya dan hal itu
berbeda-beda tiap negara. Lebih lanjut Aristotetesyatakan manusia adalah mahkluk
politik (zoon politicon)artinya mahkluk masyarakat, makhluk negara, atahnkink
berpolitik yang mencapai kesempurnaannya hanyardiadasyarakat atau negara.

Dalam tradisi Romawi, negara adalah suatu bentagyarakat yang diciptakan
oleh hukum, merupakan sutau bentuk perjanjian. Wa&tgmawi pada saat itu adalah
bukan warga yang diikat oleh keturunan maupun ketiaa, tetapi karena terikat oleh
hukum yang satu, yang disebus civile sedangkan bagi orang-orang luar diatur melalui
ius gentium(Deliar Noer, 1999). Pandangan Romawi ini teladlampaui pengertian

Aristoteles bahwa warganegara hanya mencapai statii tetapi warganegara adalah



status legal. Warga adalah status hukum laigalis homqKalidjernih, 2007).

Berdasar dua pandangan klasik tersebut di atast ddisimpulkan bahwa
warganegargcitizen) menunjuk pada seseorang sebagai anggota dari ralkestygang
dipandang sebagai komunitas politik atau komunitakum. Penafsiran di atas tidak
terlalu salah dengan analisis bahwa yang dimaksadjavadalah anggota dari suatu
komunitas. Warganegara adalah anggota resmi daatuswnegara. Sedangkan
kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristiksdarang warganegara. Konsep
citizen sesungguhnya sulit untuk diterjemahkan dengan Wat@anegara saja. Sebab
citizenmemiliki makna yang lebih dari sekedar anggota nlegaracitizenjuga memuat
sejumlah hak-hak dan karakteristik yang melekatpgal (Kalidjernih, 2007).

Konsep Warganegara

Aristoteles (384-322 SM), seorang filsuf Yunaniny&takan”Citizen, in the
commons sense of that term, are all who sharedrciVic life of ruling and being ruled
in turn” (Winarno, 2009: 3). Warganegara adalah orang-oyamg mengambil peran
dalam kehidupan bernegara yaitu yang bisa memkbridéan diperintah. Orang-orang
yang memerintah dan diperintah itu sewaktu-waktapatl bertukar peran dan mereka
harus sanggup memainkan peran yang berguna datzarane

Definisi Aristoteles ini memiliki makna yang luad/arga polis di masa Yunani
Kuno waktu itu amat terbatas yaitu para lelaki dswgang merdeka yang memang
memiliki waktu luang(leisure) untuk berperan dalam kehidupan negara, atau lgpol
Warga haruslah laki-laki atau dengan kata lain leep@luarga yang memiliki benda
(oikos). Dalam formulasi Aristotelespolis (ruang publik) terpisah darmikos yakni
rumah tangga (ruang privat) yang diurus oleh pevempdan budaKslave). Kaum
perempuan tidak boleh melepaska@kos, demikian pula para budak berperan melayani
warga. Agar warga dapat berpolitik di ruang puldi&n berbuat untuk kepentingan
umum, maka mereka harus meninggalkakos dan rumah tangga. Dengan demikian
warganegara di masa Yunani Kuno adalah warga dki-lewasa, sedangkan para
perempuan, budak dan anak-anak tidak termasukafwn 2009: 4).

Pengertian warga juga ditemukan dalam peradabama®Rpsekitar tahun 1950

SM. Republik Romawi memiliki ciri-ciri yang sama rdgmn demokrasi Athena yaitu



keduanya merupakan masyarakat-masyarakat Yyacg to facedengan tradisi lisan.
(Kalidjernih, 2007). Pada masa Romawi, konsep wsagara berubah. Konsep
warganegara dalam artivis atau civitas berarti "kehormatan” yang tercermin dalam
ungkapanCivis Romanum Sumgang bermakna aku warganegara Romawi. Alasan
mengapacivis berarti kehormatan karena berkenaan dengan kerkads orang-orang
tersebut dalam pemerintahan Romawi. Tidak semuagodapat ikut serta dalam
pemerintahan, kecuali mereka memiliki dan melekak-tmak istimewa. Hak-hak
istimewa itu antara lain: yang ikut rapat hanyancagluk yang berstatus warganegara
dan citizen adalah pria, sementara itu hak politik wanita Kiddiakui untuk ikut
menentukan kebijakan kota itu.

Kejatuhan Emperium Romawi pada abad 5 M menjadilkalayah Eropa
terpecah-pecah ke dalam berbagai kekuasaan mokecHi seperti Perancis, Inggris,
Jerman dan Spanyol. Mereka memiliki wilayah dengmtilah sendiri-sendiri berikut
dengan komunitasnya. Di Perancis, misalnya dikéoalrg atau komunitasnunisipial
dimana seseorang dapat memperoleh hak menjadi megyg@. Bourgeois atau
bourgeoisesering digunakan untuk saling menggantikan dengélah warganegara
dalam pengertian anggataunisipial. Munisipial pada dasarnya merupakan satuan-satuan
wilayah yang terdiri atas komunitas swakelola sabagatu bentuk pemerintahan lokal
yang muncul di Eropa abad ke-11. Jadinisipial itu semacam distrik, wilayah, region
kecil yang umumnya dipimpin oleh dewan kobMunisipial atau municipality dapat
berupatown, city, district, boroughs, atau vilaga#/arga merupakan anggataunisipial
dengan peran lebih banyak bersifat melayani kelkumsaenggarap tanah, membayar
pajak, dan pelayanan umum.

Awal abad ke-17 terjadi perang besar selama kuetrig 30 tahun antara suku-
suku bangsa di Eropa. Sebagai contoh, perang Perameawan Spanyol, Perancis
melawan Belanda, Swiss melawan Jerman, dan Spangtdwan Belanda. Untuk
mengakhiri perang ini suku bangsa yang terlibaamaperang akhirnya sepakat untuk
duduk bersama dalam sebuah perjanjian, terkenaadenama Perjanjian Westphalia
tahun 1648 yang mengatur pembagian teritori damatla#gaerah kekuasaan negara-
negara Eropa. Pada masa itu muncul gagasan tenegara bangs#énation statg,

meskipun negara bangsa baru lahir pada akhir abdd ldan awal abad ke-19. Negara



bangsa adalah negara-negara yang lahir karena gamaasionalisme. Konsep warga
berubah dari warga suatu komunitas atawisipial berubah menjadi warga dari sebuah
negaranation state) Konsep warganegafaitizen, citoyenpalam perkembangan negara
modern(nation state)ini selanjutnya memunculkan teori-teori kewargamagn modern
yang dipelopori oleh Perancis dan Amerika Serikadg abad 18. Berdasarkan
perkembangan sejarah yang ada, formulasi tentanggamagara berubah-ubah.
(Winarno, 2009: 4).

Karakteristik warganegara yang digambarkan olelwa pahli dan filosof
menunjukkan bahwa karakteristik warganegara tids& filepaskan dari pengaruh sosial
politik, latar belakang, dan institusi dimana didup. Warganegara adalah orang yang
mampu menjalankan peran dalam kehidupan politikarsetya. Menurut Aristoteles,
“man as a political animal’. Warganegara diklasifikasikan menjadi dua yaitu} (1
warganegara yang memerinéne ruling) dan, (2) warganegara yang diperintghe
ruled). Warganegara yang memerintah harus memiliki kebajikan kearifan sedangkan
kebajikan dan kearifan tidaklah terlalu penting ibggng diperintah. Namun karena
posisi tersebut dapat bertukar, karena semua weggesn adalah bebas, sederajat dan
harus siap untuk memerintah dan diperintah makaugenarganegara harus memiliki
satu keutamaan dan kebajikan.

Karakteristik warganegara yang baik menurut Atedes adalah adanyaivic
virtue” (memiliki kebajikan) dalam dirinya. Menurutnya adanpat komponercivic
virtue yakni: (1) temperance (kesederhanaan), (Justice (keadilan), (3)courage
(keberanian dan keteguhan), (d)lsdom or prudencébijak dan sopan) (Heater, 2004).
Warganegara yang memiliki kualifikasi demikian akaenjadi warganegara yang baik.
Dia akan memerintah secara baik dan ia juga dapetidtah secara baik pula.

Menurut Cicero (106-43 SM) adalah merupakan tugasja Romawi untuk
hormat dan mempertahankan ikatan bersama dan parsan dengan menggantikan
semua konsep yang membedakan anggota-anggota massiengKalidjernih, 2007).
Warga hidup dalam arahan dan perlindungan hukum aRenmdengan memiliki
kewajiban dan hak. Warga diatur oleh hukum bukah ohja. Kewajiban warganegara
adalah pelayanan militer dan membayar pajak. Kéanjikhusus warganegara ideal

adalah menjalankauivic virtue Civic virtue pada masa Republik Romawi diartikan



sebagai kemauan untuk mendahulukan kepentingan uniradisi republik dan
kesediaan mendahulukan kepentingan umum ini nantimyenjadi dasar bagi
berkembangnya teori kewarganegaraan republikan.

Dalam perkembangan kontemporer para ahli berupsmysgembangkan sejumlah
karakteristik warganegara yang sejalan dengan adumodern. Istilahcivic virtue
diartikan sebagdithe willingness of the citizen to set aside privaterest and personal
concern for the sake of common gd@ligley dkk, 1991)Civic virtue atau kebajikan
kewarganegaraan adalah kemauan dari warganegarak unengesampingkan
kepentingan pribadi bagi kepentingan umuRivi virtue terdiri atascivic dispositions
dancivic commitmen{watak dan komitmen kewarganegaraan). Watak kemagaraan
merujuk pada sejumlah kebiasaan dan sikap wargandahenopang berkembangnya
fungsi sosial yang sehat dan jaminan atas kepemtingnum dalam sistem demokrasi.
Komitmen kewarganegaraan merujuk pada kesediaaarasesadar untuk menerima,
memegang teguh nilai-nilai dan prinsip demokrasi.

Thomas Lickona dalarkducating for Character. How Our Scholls Can Teach
Respect and Responsibilitg¢991) menyatakan bahwa karakter mengandung #ageaty
yang saling berhubungan yamuoral knowing, moral feeling, dan moral behavi@ieh
karena itu karakter yang baik mengandung tiga adéiynengetahui yang ba(knowing
the good) menginginkan hal yang ba{kesiring the goodylan melakukan hal yang baik
(doing the good)Moral knowingmemiliki indikator moral awareness, knowing moral
values, perspective taking, moral reasening desegiaking dan self knowledggloral
feelingmemiliki indikatorconscience, self esteem, emphaty, loving the gatidgontrol
dan humility.Moral behaviormemiliki indikatorcompetence, will, dan habit

Kompetensi ideal seorang warganegara menurut Merggtimmann Bronson
dalamRole of Civic Education, A Farthcoming Educationli®o Task Force Position
Paper from the Communitarian Netwqik998) adalah dimilikinya tiga kompetensi yaitu
civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraangivic skills (keterampilan
kewarganegaaan), dasivic dispotitions(karakter kewarganegaraargivic dispotition
terdiri atasprivate dan public charactefkarakter pivat dan karakter publik) sebagai hal
yang esensial bagi pengembangan demokrasi konstitds Karakter privat contohnya

adalah, pertanggungjawaban moral, disiplin diringtermatan terhadap harkat dan



kesediaan mendengar, kemauan bernegosiasi, danrdmmp Dalam tulisannya yang

berjudul From Character Development and Democratic Citizgms&haracter Count

(2007) la mengembangkan adanya enam pilar karbktgirkewarganegaaan demokratis,

yaitu, (1) Trustworthnesqrasa percaya), (2) Respect (rasa hormat)REponsibility

(tanggung jawab), (4Fairness(kejujuran), (5)Caring (kepedulian), dan (6Fitizenship

(kewarganegaraan). (Bronson, Margaret Stimmanrg§)199

Cogan & Derricott (1998), mengidentifikasi perlanyvarganegara memiliki
delapan karakteristik yang dipandang sebagai cammimarganegara ideal abad ke-21.

Kedelapan karakteristik warganegara tersebut adalah

1. The ability to look at and approach problem as amer of global society;
(Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalahgaselmnggota masyarakat
global);

2. The ability to work with others in a coorperativayvand to take responsibility for
one’s rules/ duties within societf{Kemampuan bekerja sama dengan yang lain
dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggumghj atas perannya di dalam
masyarakat);

3. The ability to understand, accept, appreciate aoterate cultural differences;
(Kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapatrima perbedaan-
perbedaan budaya);

4. The capacity to think in a critical and systemicywgKapasitas berfikir dengan cara
kritis dan sistematis);

5. The willingness to resolve conflict in anon violamanner; (Keinginan untuk
menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan);

6. The willingness to change one’s life style and oomgion habits to protect the
environment;(Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebragkaasumtifnya
untuk melindungi lingkungan);

7. The ability to be sensitive towards and to defemdndin rights (Kemampuan
bersikap sensitif dan melindungi hak asasim maijiusia

8. The willimgness and ability to participate in palg at local, national, and
international levels(Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalahtilppada

tingkat lokal, nasional, dan internasional). (Wm&r2009: 8).



Rekomendasi Cogan & Derricott tersebut dilatateelgi pemikiran bahwa
dalam satu dunia modern yang semakin saling bertgaitudimana persoalan-persoalan
yang mempengaruhi kehidupan orang bersifat globl@h karena itu bersifat antar
budaya, konsep kewarganegaraan sendiri menjadi lk&mp Kompleksitas ini
mengharuskan bahwa semua warganegara memiliki gi@ian sifat tertentu yang
memungkinkan berjalan dengan baik di tahun-tahundaang. Kewarganegaraan yang
dipahami sebagai keanggotaan di dalam satu duoisalglyang saling berhubungan
menekankan pada kita untuk mendefinisikan diri sepada satu konteks yang lebih
luas, untuk mengembangkan konsep identitas wargamdgta untuk dimasukkan ke
dalam identitas global, seperti identitas lokafjara dan nasional.

Keanggotaan di dalam satu dunia global yang dntdaya memberi tekanan pada
perlunya bagi warga negara untuk memahami, menedama mentolerir perbedaan-
perbedaan budaya jika semua warganegara melakukagam cara kooperatif, tanpa
kekerasan untuk menghadapi kecenderungan dan magakml yang paling mendesak.

Senada dengan karakter di atas, Loise Douglasndalabal Citizenship(2002)
memandang warganegara global sebagai orang:

1. Menyadari dunia secara luas dan mempunyai perasaafiri sebagai warganegara
dunia.

2. Pengakuan terhadap nilai-nilai keberagaman

3. Memiliki satu pemahaman bagaimana dunia bekerjaraezkonomis, politis, sosial,
kultural, teknologi dan lingkungan.

4. Menolak ketidakadilan sosial

5. Berpatrtisipasi dan berperan luas dalam masyarakdai ningkat lokal sampai
global.

6. Memiliki kemauan untuk bertindak dan membuat dwsehagai suatu tempat yang
patut.

Bertanggungjawab terhadap tindakan-tindakan merek&/inarno, 2009: 6).

Karakter warganegara ideal, warganegara globa@rseficontohkan di atas telah
berkembang jauh dari pengkarakteran warganegarmadia sebelumnya. Jika kita
kembali pada pernyataan Aristoteles, maka karaiilerwarga dari suatu negara akan

ditentukan oleh konstitusi negara yang bersangkldamengatakatin particuler of the



sense of the term, they are vary from constitut@ooonstitution......different constitution
require different type of good citizer(Aristoteles, 1995). Konsep warganegara amat
bervariasi dari satu konstitusi ke konstitusi, daerbedaan konstitusi menentukan
perbedaan tipe-tipe warganegara. Penegasan filosterdampak besar bagi praktek
penyelenggaraan bernegara khususnya apa yang miemjeda warganegara yang baik.
Dengan demikian kriteria warganegara bisa dilihat thagaimana rumusan konstitusi
negara menyatakannya. Tidak cukup melalui konstitwapat juga penentuan
warganegara dilakukan melalui peraturan perundadgbawah konstitusi.

Mengikuti jalan pikiran tersebut, dapat diketabagaimana perihal dan kriteria
dari warganegara Indonesia dengan cara melihat sammya dalam konstitusi negara
Indonesia UUD 1945 dan peraturan perundang-undamdjarbawahnya. Melalui
dokumen formal kenegaraan sekarang ini kita dasigetahui seperangkat kriteria atau
karakter manusia Indonesia atau warganegara In@doryag hendak dicapai. Dalam
pembukaan UUD 1945 dicita-citakan terwujudnya wangagara Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sgddéin tugas nasional yang utama
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kriteria siamaindonesia yang baik adalah
”..manusia yang beriman dan bertakwa kepada TulangYaha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan méinygarga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab (pasal 3 UU No. 20 tahun 2003atgnSSisdiknas). Manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Resgie Pasal 37 UU No. 20 tahun 2003
tentang Sisdiknas). Terwujudnya bangsa yang raligimanusiawi, adil, bersatu,
demokratis, adil, dan sejahtera, maju, mandirik lsEin bersih dalam penyelenggaraan
negara TAP MPR NO. VII/MPR/2001 tentang Visi IndsiaeMasa Depan. (Hamdan
Mansoer, 2005).

Hak dan Kewajiban Warganegara

Tradisi Yunani Kuno”Man is a polotical animal” lebih menekankan hak
warganegara untuk berpartisipasi dalam pemerintataipada, kewajiban. Mungkin
pada saat itu antara hak dan kewajiban masih dignggbagai satu kesatuan. Pada
zaman Romawi mulai ada perubahan #&sbn politicon” menjadi 'legalis homo’, dari

manusia dalam status sosio politik menjadi wargareedalam status hukum. Sejak saat
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itu warganegara memiliki tanggungjawab untuk mentdakum. Hukum Romawi
bertugas melindungi dan mengarahkan kehidupan wgaga

Kemunduran Romawi, memunculkan ajaran Kristiamgyanendominasi Eropa
pada abad pertengahan. Masyarakat Romawi padéwsgagénuh takhayul, irasionalisme
dan anti intelektualisme, hukum positif mulai die&ukan, yaitu hukum sebagai perintah
dan larangan yang bersumber dari Tuhan. Lembaggageiah banyak membantu suku-
suku barbar menjadi lebih beradab. Thomas Aquii2?9-1274) salah satu tokoh
Kristiani abad pertengahan menyatakan bahwa tupeanegara adalah agar manusia
mencapai kebahagiaan abadi. Untuk mencapai kelzsimagbadi, masing-masing orang
harus mendahulukan kesejahteraan umum daripadgakeseaan individual serta taat
pada negara. Adalah menjadi kewajiban setiap oramgk hidup sesuai kehendak
Tuhan. Tradisi Kristiani abad pertengahan di Ertglah mewariskan pandangan akan
pentingnya kewajiban manusia (warga) tidak hangh pada hukum negara tetapi juga
kewajiban terhadap sesama. (Winarno, 2009: 9).

Pemikiran kewarganegaraan yang berkembang seablath pertengahan adalah
kewarganegaraan yang berbasis pada hak yaitu demgaculnya paham individualisme
dan liberalisme.Gagasan ini muncul bukan tanpabsdbtapi karena kondisi absolutisme
dan kesewenang-wenangan penguasa yang telah dissjek abad pertengahan.
Misalnya ucapan Raja Louis XIV (1638-1715) dari @eis yang terkendl L’Etat,
C'est moi” yang bermakna negara adalah saya. Salah satualpalietsar paham
individualisme adalah John Locke (1632-1704) yarengemukakan hak-hak alamiah
(natural rights). Menurutnya manusia dilahirkan setara dan samasaP@an ini
menghasilkan kebebasan. Kehidupan manusia seltrdtmagara juga memiliki hak-hak
dasar perorangan yang alamiah. Hak alamiah itu potelihak untuk hidup, hak
kemerdekaan, serta hak milik. Setelah bernegarahalaldasar itu tidak lenyap tetapi
justru harus dijamin dalam kehidupan bernegara.lakdanenjadi kewajiban negara
menjamin kebebasan dan hak dasar manusia itu dmewenang-wenangan. Jadi
kebebasan dalam paham liberal berarti bebas dampwatangan dan kesewenang-
wenangan terutama dari negara. Istitedtural rihgts yang dikemukan John Locke ini
berkembang menjadiuman rightsistilah ini dikemukakan oleh Eleanor Rosevelt atau

hak asasi manusia sampai saat ini. Dengan demil@nkembangan hak
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kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari sejpeskembangan hak asasi manusia.
(Winarno, 2009: 10).

TH Marshall dalam bukunya Citizenship and Sicial Class(1950)
mengkonseptualisasi kewarganegaraan atas das#algaitu hak sipil, hak politik, dan
hak sosial. Hak sipil mencakup perlindungan individntuk bebas yaitu kebebasan
berbicara, berkeyakinan, dan memperoleh perlakuh Hdk politik mencakup hak
berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak sosial hAdbkk atas pelayanan pendidikan,
kesehatan, dan sebagainya. TH Marshall membuat odisaisi ketiga hak
kewarganegaraan terkait dengan perkembangan sefargusnya di Inggris sebagai
nation state Ketiga bentuk kewarganegaraan itu berkembangadxantai. Hak sipil
berkembang di abad ke-18, hak politik berkembangball ke-19, dan hak sosial
berkembang di abad ke-20.

Konsep hak kewarganegaraan Marshall selanjutnygvidi dan dikembangkan
oleh Bryan S Turner yaitu munculnya hak-hak kultudan hak-hak ekonomi
(Kalidjernih, 2007). Menurutnya, model kewarganegar TH Marshall memiliki
kelemahan bahwa model tersebut kurang lengkap. Rbdd ke-20 telah tumbuh
kewarganegaraan ekonomi yaitu dengan tumbuhnyésipadi pekerja, dan demokrasi
ekonomi. Juga adanya perkembangan signifikan hikkkudtural. Kewarganegaraan
model TH Marshall juga tidak lengkap karena hanyersifat singular, basis
kewarganegaraan adalah klas sosial, dia tidak atedittanya identitas lain di masyarakat
seperti ras, gender, etnik, bahasa, dan agama.

Turner mengajukan revisi mengenai model kewargaaeq secara historis. Hak
legal (revisi atas hak sipil pada model TH Marghatuncul pada negara kota yang
warganya disebutlenizen. Perkembangan berikut adalah munculnya negara &angs
(nation state)dimana warganegafaitizen) berbasis pada hak politik. Bentuk berikutnya
adalah negara kesejahteraan yang berbasis padsakalasial. Turner memprediksikan
pasca nation statdan negara kesejahteraan akan berkembang kapgagj®bal(global
capitalism)dimana batas-batas dan kedaulatan negara seroafggalr. Di situ yang akan
berkembang adalah hak asasi man(sianan rights)yang melekat pada manusia yang
tidak lagi terbatas sebagai warganegara, tetapigidentifikasikan dirinya sebagai

warganegara glob#@global citizen) Kewarganegaraan tidak lagi nasional tetapi global.
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Pendidikan Kewar ganegaraan

Teori besar drand theory) yang membangun keilmuan Pendidikan
Kewarganegaraan secara garis besar terdiri atas tigmpun keilmuan, yaitu ilmu
hukum, ilmu politik dan filsafat moral. Dengan dé&man, pendidikan kewarganegaraan
sejak awal merupakan kajian interdisipliner ternkadudalamnya aspek kependidikan.
Secara akademik Pendidikan Kewarganegaraan memikk sebagaination and
character building Atau sering dikenal memiliki visi meng-Indonesaak orang
Indonesia. Sebab meskipun secara yuridis formatéosasg sebagai warga negara
Indonesia (WNI) tetapi bisa saja karakternya buksgbagai bangsa Indonesia.
Pendidikan Kewarganegaraan hadir untuk mendididakgsaan warga negara dari areal
politik, etnis yang berbeda-beda. Bahkan Pendidikewarganegaaan masuk ke dalam
pendidikan kebangsaan yang sangat progresif, stddain Pendidikan Kewarganegaraan
pengembangan karakter kebangsaan tidak sebatacypladgal nationtetapi juga pada
political nation Pada konsepultural nation penanaman kebangsaan dengan cara
mengembangkan memori kolektif, maupun menggambaikaeh air yang subur, indah
makmur ternyata di rasa tidak efektif lagi.

Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki tugasgeeangkan peran warga
negara memiliki dasar yang tegas dan jelas bahagalah pendidikan kebangsaan harus
digarap melalui pengembangan dan pemenuhan hakvwalga negara secara
berkeadilan. Dari perlakuan pemerintah yang demikimenjamin dan memenuhi hak
warga negara) maka bersamaan itu akan tumbuh tagggwab sebagai anak bangsa
yang sangat kuat. Banyak contoh yang bisa kitat lthaberbagai negara yang telah
mengembangkarpolitical nation maka nasionalisme akan menguat. Dewasa ini
fenomena separatisme lebih merupakan akibat déntarkannya hak-hak warga negara
dalam kehidupan bernegara.

Kesadaran hak dan kewajiban kewarganegaraan yabgngilin melalui
Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan proses pajafzegl yang relevan dengan
kerangka keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yaegdisipliner itu. Kesadaran dan
partisipasi di bidang hukum dan politik serta mdwgpribadian warga negara yang utuh

di masyarakat multikultur perlu dikembangkan dal®®ndidikan Kewarganegaraan.
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Secara universal diakui bahwa komponen kajian pdRekdidikan Kewarganegaraan
mencakup aspek pengetahuan kewarganegaraawic (knowledgg kecakapan
kewarganegaraariyic skillg dan karakter kewarganegaraaivi¢c dispositions Ketiga
komponen itu merupakan satu kesatuan yang harapalidalam pembelajaran. .

Dalam teori sosialisasi politik Pendidikan Kewamggaraan sebagai pendidikan
politik formal memiliki tujuan bagaimana membinandmengembangkan warga negara
yang baik, yakni warga negara yang mampu berpaasiserta bertanggung jawab
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konséhkyens Pendidikan
Kewarganegaraan pada posisi untuk kepentingaystem maintenaacdan system
persistencebagi sistem politik nasional (sistem politik demed Pancasila). Sebagai
pendidikan politik formal tidak saja materinya batkn secara eksplisit dengan nilai-
nilai politik tetapi juga tersruktur secara ilmidhn sistematis ke dalaaivic knowledge,
civic skills fneliputiintellectual skillsdanpartisipation skills)dancivic dispositions.

Dengan demikian secara akademik bidang Politikupetan akar keilmuan dari
Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian bidang HukamFilsafat Moral merupakan
pendukung utamanya. Oleh karena itu Pendidikan Kgaweegaraan masuk bidang
interdispliner. Apabila suatu mata pelajaran tica&miliki akar keilmuan yang jelas,
maka dapat dipastikan sangat rentan terhadap sekreka yang sedang berkuasa, akan
berubah nama, substansi sejalan dengan kepentingeeka. Cukup sudah pengalaman
Pendidikan Kewarganegaraan yang terombang-ambiagfi ghama, ganti substansi
karena kurang jelasnya akar keilmuan. Saat ini Eéw@h Kewarganegaraan telah
memiliki visi, misi dan akar keilmuan yang jelasaka yang perlu dilakukan adalah
mengembangkan  Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagandidigan  yang
memberdayakan warga negara. Warganegara yang beatt®yjah merupakan fondasi
utama tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesig gemokratis, berdasar hukum

dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

John J. Patrick dan Thomas S. Vontz (1999: 34; 2@0) mengelompokkan
komponen Pendidikan Kewarganegard@ivic Education) menjadi empat, yaitu (1)
knowledge of citizenship and government in demgc(eiwic knowledge)(2) cognitive
skills of democratic citizenship (cognitive civikills); (3) participatory skills of

democratic citizenship (participatory civic skills)dan (4)virtues and dispositions of
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democratic citizenship (civic dispositiond)ari keempat komponen itu, Patrick dan
Vonts (2001: 46) menjabarkan ke dalam materi kajmengetahuan Pendidikan
Kewarganegaraan menjadi tujuh topik, yaitu: ¢&mokrasi perwakilarfrepresentative
democracy, (2) konstitusionalisme; (3) hak asasi (libenaley; (4) kewarganegaraan
(citizenship; (5) masyarakat sipilc{vil society; (6) ekonomi pasarfree and open
economic systeyndan (7) tipe-tipe isu publik.

Center for Civic Education(CCE), Calabasas, California, Amerika Serikat
sebelumnya telah membuat pembagian standar kB@ndidikan Kewarganegaraan
dalam labelcivics and governmerite dalam dua pengertian pokok, yaitu standar isi
(content standand dan standar kinerjapérformance standajd Standar isi memuat
pernyataan apa saja yang harus siswa ketahui dampunalilakukan secara spesifik
dalam mata pelajaran dengan mengembangkan kecakdpkktual (ntellectual skill3
dan kecakapan partisipagbafticipatory skillg di dalam pengalaman hidup mereka.
Standar kinerja ialah kriteria untuk menentukardgptahap mana siswa telah mencapai
penguasaan standar (Sienter for Civic Education, 1994: 3).

CCE membagi standar isi pelajai@ivics and Governmenintuk setiap kelas, ke
dalam lima kajian pokok. Kajian tersebut dirumuskdalam pertanyaan-pertanyaan
sebagai berikut:

1. What is government and what should it do?

2. What are the basic values and principles of Avaerdemocracy?

3. How does the government established by theitdimt embody the purposes, values,
and principles of American Democracy?

4. What is relationship of the United States teeotations and to world affairs?

5. What are the roles of the citizen in Americamderacy?

Segjarah Pendidikan K ewar ganegaraan

Kata “kewarganegaraan” dalam bahasa Latin diselitus, selanjutnya kata
civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadic, yang artinya mengenai warga
negara atau kewarganegaraan. Dari kataic lahir kata "Civics”, vyaitu Ilmu
Kewarganegaraan, dariCivic Education”, vyaitu Pendidikan Kewarganegaraan
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(Supriatnoko, 2008: 9). Supriatnoko. (2008endidikan KewarganegaraarPenerbit
Penaku. Jakarta.

Civics atau llmu Kewarganegaraan telah dikenal di Indienegjak zaman
kolonial Belanda dengan namurgerkunde Pelajaran ini pada hakikatnya untuk
kepentingan penguasa kolonial, yang pada saaibarikian di sekolah guru, sedangkan
kebanyakan sekolah lanjutan mendapat pelaf@taats Inrichting Tata Negara).

Terdapat dua buku pelajara@ivic yang digunakan, yaitu: (1)ndische
Burgerschapkundedisusun oleh P. Tromps dan diterbitkan oleh gaherB. Wolters
Maatsschappij N.V. Groningen, Den Haag, Bataviaumal934. Buku ini membicarakan
masalah masyarakat pribumi, pengaruh Barat, bidangial, ekonomi, hukum,
ketatanegaraan, dan kebudayaan; Hindia Belandarawtaah tangga dunia; masalah
pertanian; perburuhan; kaum menengah dalam inddatri perdagangan; kewanitaan;
ketatanegaraan Hindia Belanda, perubahan ataupurtungmihannya dengan
terbentuknya Dewan Perwakilan rakgdblsraad); hukum dan pelaksanaannya; masalah
pendidikan, kesehatan masyarakat, pajak, tentareadgkatan laut. (2rech en Plicht
(Indische Burgerschapkunde voor iedereati3usun oleh J.B Vortman dan diterbitkan
oleh G.C.T. van Dorp & Co N.V. (Derde, Herziene wrmeerderdruk) Semarang-
Surabaya-Bandung, tahun 1940. Buku ini membicarakadan pribadi, meliputi
masyarakat tempat kita hidup dari lahir sampai Wedaannya, pernikahan dan keluarga,
serta setelah badan pribadi itu tiada; mashkstt dari objek hukum yang membahas
tentangeigendomEropa dan hak-hak atas tanah, hak-hak agrariataa, masalah
kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban wasggra dalam pemerintahan Hindia
Belanda yang membahas sejarah pemerintahan Hirglenda, perundang-undangan,
sejarah alat pembayaran dan kesejahteraan. (Swgkoat2008: 10).

Pada tahun 1950, dalam suasana Indonesia mefd=kaa buku teks tersebut di
atas menjadi buku pegangan g@ivics di sekolah menengah atas, tetapi dalam mata
pelajaran yang termuat pada sekolah menengahadtas 1950 itu dikatakan bahwa:
Kewarganegaraan yang diberikan di samping tataraegdalah tugas dan kewajiban
warga negara terhadap pemerintah, masyarakat,rgaludan diri sendiri, misalnya hal-
hal yang berkaitan dengan: (1) Akhlak, pendidikaengajaran, dan ilmu pengetahuan.

(2) Kehidupan rakyat, kesehatan, imigrasi, perusahgerburuhan, agraria, kemakmuran
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rakyat, kewanitaan, dan lain-lain. (3) Keadaan madn luar negeri, pertahanan rakyat,
perwakilan, pemerintah dan soal-soal internasioRalajaran tersebut tidak diberikan
secara ilmu pengetahuan melainkan sebagai dasag Yemjiwa nasional serta

kewarganegaraan yang b&good citizenship).

Pada tahun 1955 terbit buku tentang kewarganegabesbahasa Indonesia
dengan judul "Inti Pengetahuan Warga Negara”, disusieh J.T.C. Simorangkir, Gusti
Mayur, dan Sumintarjo. Dalam kata pendahuluan dakgn bahwa tujuan pelajaran
tersebut adalah untuk membangkitkan dan memelkearsyafan dan kesadaran bahwa
warga negara Indonesia memiliki tanggung jawabattaip diri sendiri, masyarakat, dan
negara(good citizenship)Materi buku meliputi Indonesia tanah airku, IndsineRaya,
bendera dan lambang negara, warga negara beseika daa kewajibannya,
ketatanegaraan, keuangan negara, pajak, dan perakom termasuk koperasi.

Pada tahun 1961 mata pelajarainic digunakan untuk memberi pengertian
tentang Pidato Kenegaraan Presiden ditambah ddPeyacasila, sejarah pergerakan, dan
hak serta kewajiban warga negara. Buku pegangam eskalah Manusia dan Masyarakat
Baru Indonesia, disusun oleh Supardo, M. HutauBikpyo Warsid, Sumarjo, Chalid
Rasyidi, Sukarno, dan J.T.C. Simorangkir.

Di tahun 1961 itu juga istilah "Kewarganegaraanijamti dengan istilah
"Kewargaan Negara” atas prakarsa Dr. Sahardjo 3ldsan penggantian itu guna
menyesuaikan dengan Pasal 26 Ayat 2 UUD 1945 darekaekan pada warga, yang
mengandung pengertian atas hak dan kewajiban tgshaggara. "Warga” berarti
anggota, jadi warga negara berarti anggota sugaragsehingga dengan demikian ada
perbedaan hak dan kewajiban antara warga negarardag asing. Istilah "Kewargaan
Negara” baru digunakan secara resmi pada tahtin d®&ngan Istruksi Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar Nomor 31 Tahun 1967 tertanggdu81967.

Pada tahun 1966 buku karangan Supardo, dkk. ddad&gunakan sebagai buku
pegangan di sekolah-sekolah. Untuk mengatasi kekasomateriCivics, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan mu@baics meliputi: Pancasila, UUD
1945, Ketetapan-Ketetapan MPR, Perserikatan BaBgagsa, Orde Baru, Sejarah

Indonesia, dan IImu Bumi Indonesia.
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Pada tahun 1972 diselenggarakan Seminar Nasi@mgafaran dan Pendidikan
Civics (Civic Education)di Tawangmangu, Surakarta, dengan hasil yang membe
ketegasan terhadap istil@hvics sebagai berikut: (1) Istila@ivics diganti dengan istilah
liImu Kewargaan Negara, yaitu suatu disiplin yangbklstudinya mengenai peranan para
warga negara dalam bidang spiritual, sosial ekonpaoiitik, yuridis, kultural sesuai dan
sejauh yang diatur dalam pembukaan UUD 1945 dan UB4b. (2)Civic Education
diganti dengan istilah "Pendidikan Kewargaan Negaraitu suatu program pendidikan
yang tujuan utamanya membina warga negara memghii baik menurut syarat-syarat,
kriteria dan ukuran ketentuan-ketentan PembukaabD W@45 dan UUD 1945. Bahannya
diambil dari llmu Kewargaan Negara termasuk Kewirdasional, Filsafat Pancasila,
Moral Pancasila, dan Filsafat Pendidikan Nasiors&ta menuju kedudukan para warga
negara yang diharapkan di masa depan (Kansil dasiK&005). Kansil, C.S.T. dan
Christine S.T. Kansil. 200®endidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinglgikarta:
Penerbit Pradnya Paramita.

Pada tahun 1975, guna menindaklanjuti hasil semeraebut di atas, disusun
buku Pokok-pokok Kewiraan dan diterbitkan pertarak ebagai buku Kewiraan untuk
Mahasiswa pada tahun 1979 yang digunakan sebadainbperkuliahan Pendidikan
Kewiraan di perguruan tinggi. Pada tahun 1987 keksebut mengalami perubahan dan
perbaikan. Pada thun 1981 ditetapkan Pedoman Kunkunti bagi Perguruan Tinggi
sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dandésfaan Nomor 0212/U/1981, dan
disusul dengan Penetapan Kurikulum Inti Mata Kuli2asar Umum oleh Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi (Kep No. 25/Dikti/Kep8b9. Surat Keputusan Bersama
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan MentetaP@#nan dan Keamanan pada
tanggal 1 Februari 1985 dengan Nomor 061/U/1985 Namor Kep/002/11/1985
menggariskan pola Pembinaan Pendidikan Kewiraingkungan Perguruan Tinggi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistemdi@i&an Nasional yang
digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidigasal 39 Ayat 2 menyebutkan
bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jemgjapendidikan wajib memuat (1)
Pendidikan Agama, (2) Pendidikan Pancasila, danP@)didikan Kewarganegaraan,
mencakup pengetahuan dan kemampuan dasar berkdgragam hubungan antara warga

negara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan NBajara (PPBN). Di dalam
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operasionalnya ketiga mata kuliah wajib tersebhingpun ke dalam kelompok Mata
Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sebagai bagiari kurikulum inti yang
berlaku secara nasional.

PPBN bertujuan meningkatkan kesadaran bermasyardderbangsa, dan
bernegara, meningkatkan keyakinan terhadap Paacssbagai falsafah bangsa dan
ideologi negara, meningkatkan kesadaran untukbetkorban demi bangsa dan negara
Indonesia, serta memberikan kemampuan awal belraeygang dimaksud bela negara
adalah tekad, sikap semangat, dan tindakan selurantya negara secara teratur,
menyeluruh, terpadu dan berlanjut dengan dilandig$i tujuan dari PPBN itu sendiri.
Pelaksanaan PPBN melalui dua tahap, yaitu tahap damatahap lanjutan. Tahap awal
diberikan kepada peserta didik di tingkat Sekolasdd sampai dengan menengah dan
dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, yang ddagkan antara lain melalui
kepramukaan dan diintegrasikan dalam mata pelajaliarsekolah sesuai dengan
tingkatannya. Pada tahap lanjutan, diberikan kepaekerta didik tingkat perguruan
tinggi dalam bentuk "Pendidikan Kewiraan” (Lemhasifd, 1996).

Pendidikan Kewiraan sebagai pendidikan yang mealbekahasiswa berupa
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapatiaiean menjadi seorang warga
negara yang membela bangsa dan NKRI. Pendidikanir&amuw saat itu bersifat
intrakurikuler dan wajib, menitikberatkan kepadankenpuan penalaran ilmiah dalam
rangka ketahanan nasional. Kata kewiraan berasalkdt dasar "wira” yang berarti
satria, patriot, pahlawan. Setelah mendapatkanaawké dan akhiran an, kata dasar
tersebut menjadi kata benda yang berarti kesadkeaimtaan, dan keberanian membela
bangsa dan negara serta tanah air Indonesia.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056994, yang mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, menetapledus Pendidikan Agama,
Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegatalm kurikulum pendidikan
tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap paogistudi dan bersifat nasional. Garis-
garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Pendidikawir&sn ditetapkan dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Nom82/DJ/Kep/1983 dan
disempurnakan kembali dengan Keputusan Direktudelah Pendidikan Tinggi Nomor
151/Dikti/2000. Selanjutnya melalui Keputusan DitekJenderal Pendidkan Tinggi
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Nomor: 267/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan iklum Inti Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegamianperguruan tinggi.
Pendidikan Kewiraan diintegrasikan dan menjadi dagi dari Pendidikan
Kewarganegaraan.

Berdasaarkan Keputusan Direktur Jenderal PendidiKBinggi Nomor
38/Dikti/Kep/2002 dibentuk kelompok Mata Kuliah Bembangan Kepribadian (MPK)
di perguruan tinggi. Pembentukan MPK, didasarkas pertimbangan :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri PendidikanoNasNomor 232/U/2000
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikagglidan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa telah ditetapkan bahwa Pendidikgama, Pendidikan
Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merugakampok MPK yang
wajib diberikan dalam kurikulum setiap program stathu kelompok program
studi.

2. Bahwa sebagai pelaksanaan butir 1 di atas, dipgnprlu menetapkan rambu-
rambu pelaksanaan MPK di perguruan tinggi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemdilikan Nasional pada
Pasal 37 Ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pendidikinggi wajib memuat
Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, daad2. Di dalam operasionalnya,
ketiga mata kuliah wajib tersebut dihimpun ke daletompok MPK. Pada tahun 2006
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkapu€aesan Nomor 43/Dikti/Kep/2006
tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok MPK dguPean Tinggi sebagai
penyempurnaan dari Keputusan Nomor 38/Dikti/Kep220énenetapkan Pendidikan
Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasads@dosebagai mata kuliah yang
dihimpun dalam kelompok MPK.

Konsep dan Tujuan Pendidikan Kewar ganegar aan

Konsep tentang Pendidikan Kewarganegarg&@ivi€ Education)di Indonesia
tidak dapat dilepaskan dari perkemban@arics atau lImu Kewarganegaraan di Amerika
Serikat sebagai negara asal pelaja@Gwics dan Civic Education MembahasCivic
Educationtidak dapat tanpa membahas pula tentaivics yang sering dikaitkan dengan
GovernmentDalam berbagai literatur Studi Sosial dapat dijamptilah Civic, Civics,

dan jugaCitizenship,sertaCivic Education Pada bagian terdahulu dari uraian ini telah
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dikemukakan bahwa pada tahun 1961/1962 telah dikeaana Civics di SD,
sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum tahun 1968athkan bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan, mencakup Sejarah Indonesia, llonmi,Bdan Civics atau limu

Kewarganegaraan.

Untuk memperoleh pemahaman secara cepat dan dbefgsifdamental dapat
dilakukan dengan mengkaji batasatizenshipseperti yang dikemukakan oleh Chapin
dan Messick (1989:114) bahwa untuk memahami konyseperlu diketahui terlebih
dahulu apa yang selayaknya dilakukan warganegardindkungannya, sekolah,
masyarakat dan pemerintahan sebagi berikut:

“what daes a citizen do®ften the answer we give depends on our framefefarce.
Good citizens” in elementary schools are childrenowobey and cooperate. “Good
citizens in our local communities are those who pegform acts of conserving public
property, coming the aid of someone in distressl ao on. As teacher, our orderly
classroom frame of reference can cause us to facusely on good cizenship as
obedience. We lose sight of the larger goal of areg children for an active,
participatory citizenship. Knowing about the systehgovernment and how it works is
basic to abroader definition of the citizenship eotGood citizens protest misuse of
authority by the police. Good cizens urge new lawa way of making desirable change.
This concept of citizenship requires that citizéesactive, that they stand up for their
rights andf those of athers, and that they concitter common good whwn making
choices and decisions. Citizenship in our societyuires knowledge of haw to make a
system work positively for us”

Kutipan di atas menunjukkan konsep yang luas @avic Educationyang
pembahasannya juga mencakup aspek-aspek pendeaitiaga dari kewarganegaraan,
yang pengertiannya amat bergantung pada refer@agsidpakah itu di sekolah, atau di
lingkungan masyarakat. Namun demikian pengertian &bnsepCivic Educationyang
ada di Indonesia, sebenarnya sudah tidak asingselgab istilahCivics yang erat
kaitannya denga@ivic Educationitu sudah dikenal sejak tahun 1961/1962 melalkubu
Supardo dkk. Selain itu pembahagzimic Educationtidak dapat dipisahkan da@ivics
oleh karena secara struktui@ivic Educationadalah perluasan dadivics yang tidak
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hanya menekankan pada aspek teoritik warganegarapdemerintahan tetapi sudah
meluas kepada persiapan menjadi warga negara denmamgetahuannya mengenai
negara dan pemerintahan. Di samping itu diharappgala kemampuannya untuk
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat danebara dengan menggunakan
pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Oksgbab itu adalah tepat jika
dikatakan bahwa tujuan akhir dari Pendidikan Kewaegaraan Givic Education

adalah terbentuknya warganegara yang baik.

Belajar dari apa yang dilakukan bangsa-bangsa k@tam pendidikan
kewarganegaraannya upaya serupa telah pula dilakukalndonesia. Tujuannya
diantaranya adalah dalam rangka meng-IndonesiaBkagsa Indonesia yang memang
dari berbagai aspek, baik sosial, budaya, ekonagaima dan bahkan ras, amat majemuk.
Maka sebagai bangsa yang majemuk yang pluraligtikrdpkan melalui mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan dapat dibina warganegamg memahami dan

melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibarebgsgai warganegara.

Secara klasik sering dikemukakan bahwa tupendidikan Kewarganegaraan di
Indonesia adalah untuk membentuk warga negaralyaikg@a good citizen)Akan tetapi
pengertian warga negara yang baik itu pada masa-yeagy lalu lebih diartikan sesuai
dengan tafsir penguasa. Pada masa Orde Lama, waggaa yang baik adalah warga
negara yang berjiwa‘revolusioner”, anti imperialisme, kolonialisme, dan neo
kolonialisme Pada masa Orde Baru, warga negara yang baik adalga negara yang
Pancasilais, manusia pembangunan dan sebagainpdanSeengan visi Pendidikan
Kewarganegaraan era Reformasi, misi mata pelajaranadalah meningkatkan
kompetensi siswa agar mampu menjadi warga negarg lyarperan serta secara aktif
dalam sistem pemerintahan negara yang demokragubBngan dengan itu, Ace
Suryadi dan Somardi (2000:5) mengemukakan bahwalithkan Kewarganegaraan
memfokuskan pada tiga komponen pengembangan, §Bitivic knowledge (2) civic
skill, dan (3) civic disposition Inilah pengertian warga negara yang baik, yang
diharapkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan di EfarRasi (Muchson, 2005:72).
Pendidikan Kewarganegaraan di Era Reformasi ditungrevitalisasi diri agar mampu

melaksanakan misi sesuai dengan visinya itu. Hirgggt ini mata pelajaran tersebut
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seakan tidak memiliki vitalitas, tidak berdaya, daak dapat berfungsi secara baik

dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan.

Dalam penataannya di dalam struktur kkiwim, Belinda Charles dalam Print
(1999:133-135), merekomendasikan isi Pendidikan &¢ganegaraan dapat ditata dalam
tiga model, yaitdformal Curriculum, Informal Curriculum, Hidden Cuculum Dengan
modelformal curriculum implementasi pembelajarannya dapat menembus dgegriveata
pelajaran (cross-curriculum). Dengan model informal curriculum dapat
diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan ekstnékller, seperti kepanduan, klub-
klub remaja, PMR, kegiatan rekreasi, dan olah radadel ini justru efektif dalam
pembentukan karakter remaja. Dengan mbadien curriculum seperti misalnya etika,
dapat dikembangkan dalam tingkah laku sehari-hari.
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